PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Pulau Lepar Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Pangkalpinang 33149
Telp : 0717 - 426 2141 Web : http://kominfo.babelprov.go.id
Fax : 0717 - 426 2143 email : kominfo@babelprov.go.id

Pangkalpinang,  Desember 2017
Kepada
Yth. Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
di -
Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 045.2 / 904 / DISKOMINFO

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan :

No Jenis Yang Dikirim Banyaknya Keterangan

1. 1. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung | 1berkas | Disampaikan dengan
Nomor : 188.44/904/1X/2017 tentang Pembentukan hormat untuk
Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas diproses selanjutnya.
Administrator pada Perangkat Daerah Pemerintah Terima kasih

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
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GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 188.44 /9W//1X/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN
PETUGAS ADMINISTRATOR PADA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menimbang :

Mengingat

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

a.

fomy

bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan
publik yang sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi,
maka perlu membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan
Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat
Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Pembentukan Tim Koordinasi
Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada
Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung;

Undang-Urndang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 446);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 5357, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2d19);




10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 567 9);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19 1);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2104 Nomor 1170);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2105 Nomor 27);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2015 Nomor 6 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri Dj;




Menetapkan

KESATU

KEDUA

13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor

14,

32 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Publik (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2015 Nomor 29 Seri E};

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor
56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor
02 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan
Petugas Administrator pada Perangkat Daerah Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Pembina:

1. berkewajiban menjamin terselenggaranya
pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi organisasi,
sumber daya manusia dan anggaran yang memadai.

2. Memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk
teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan
pengaduan pelayanan publik di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.

b. Penanggungjawab/ Ketua:

1. Melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja
pengelola dan penyelesaian pengaduan di Satuan
Kerjanya, berdasarkan indikator dan target yang
ditetapkan.

2. Melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan
pengaduan; dan

3. Memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan
mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan
pengaduan masyarakat.

c. Anggota: |

1. Melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung
untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian
pengaduan apabila indikator dan target status
pengaduan terlihat lamban.




_ Merencanakan, mensinkronisasi, mengkonfirmasikan

rencana program dan rencana Kkerja anggaran
pengelolaan pengaduan masyarakat.

Pelaksanaan informasi pengaduan masyarakat
kepada perangkat daerah dan masyarakat;

. Melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada

Pembina/Penanggung Jawab dan

Anggota melaksanakan tugas terkait pengelolaan
pengaduan yang diberikan oleh Penangung jawab/
Ketua.

. Pengelola Pengaduan/ Tim Admin:

1.

Melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan
oleh Pengelola Layanan Informasi dan Pengaduan
Online rakyat Sistem Pengelolaan Nasional di level
Nasional untuk ditindaklanjuti.

Menyalurkan pengaduan kepada pengelola
pengaduan pada Organisasi Penyelenggara/Satuan
Kerja atau pejabat di lingkungan masing-masing
berdasarkan kategori pengaduan.

Melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan
penyelesaian pengaduan dalam lingkungan
Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara.
Melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara
berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang
diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian
terhadap pengaduan.

. Menyalurkan  pengaduan kepada  koordinator

pengelolaan pengaduan Nasional, Layanan Aspirasi
dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan
Nasional, untuk diteruskan kembali apabila kategori
pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan
kewenangannya.

. Pejabat Penghubung:

1.

Menginformasikan  pengaduan kepada  kepala
Organisasi Penyelenggara/ Satuan Kerja untuk
ditindaklanjuti.

. Berkoordinasi dengan unit teknis penyelenggara yang

diadukan untuk segera menindaklanjuti pengaduan.

. Menjawab pengaduan pada Organisasi

Penyelenggara/Satuan Kerja.

Memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan
kepada kepala Organisasi Penyelenggara/ Satuan
Kerja.




KETIGA . Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Agustus 2017

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan).

2. Sekretaris Derah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
4, Kepala Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.




LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR  : 188.44/904/1X/2017
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS
ADMINISTRATOR PADA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

I Pembina . 1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
2. Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Kepulavan Bangka Belitung
Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
HI. Anggota : 1. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
3. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
IV. T im Pengelola : 1. Kast Keamanan Informasi Bidang Penyelenggaraan E-
Pengaduan Gov Diskominfo Provinsi Kepulavan Bangka Belitung

2. Kasi Aplikasi dan Telematika Bidang Penyelenggaraan E-
Gov Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3. Kasi Komunikasi Publik dan Kemitraan Bidang IKP
Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

4. Kepala Bagian Tata Laksana Biro Organisasi Setda
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

5. Kasi Aplikasi Publikasi, Penyaringan dan Pelayanan

Informasi

Kepala Sub Bagian Informasi Pemerintah dan Umum

Drs. Zulkiph

Susan Haryanti, SE

© ® N o

Ariyati Windyastuti, S.1.Kom

10. Darmawan
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